
 

 

 

 
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR 
NOMOR  3  TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat 
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota 
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan 
bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke 

dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara yang telah disepakati Pemerintah 

Daerah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kota 

Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang ... 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota 

Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6736); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang 
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan ... 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6847); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6883); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 754); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1114); 

19. Peraturan ... 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 431); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 799). 

   

  Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA PEMATANGSIANTAR 

dan 
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR 

   

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024. 
   

  Pasal 1 

  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.074.544.501.209,- dengan 

rincian sebagai berikut: 

  a. Pendapatan Daerah Rp. 1.009.544.501.209,- 

  b. Belanja Daerah Rp. 1.064.544.501.209,- 

  (Defisit)  (Rp. 55.000.000.000,-) 

  c. Pembiayaan Daerah  

  1. Penerimaan Rp. 65.000.000.000,- 

  2. Pengeluaran Rp. 10.000.000.000,- 

  Pembiayaan Netto  Rp. 55.000.000.000,- 

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 

 Rp.      0,- 

  

Pasal 2 ... 
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  Pasal 2 

  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 terdiri dari: 
  

a. Pendapatan asli Daerah Rp. 171.782.774.409,- 
  

b. Pendapatan transfer Rp. 827.823.544.000,- 

  
c. Lain-lain pendapatan 

daerah yang sah 
Rp. 9.938.182.800,- 

     
  Pasal 3 

  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

terdiri dari: 
  

a. Belanja Operasi Rp. 931.662.271.057,- 
  

b. Belanja Modal Rp. 123.099.127.152,- 

  
c. Belanja tidak terduga Rp. 9.783.103.000,- 

      

  Pasal 4 

  Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 terdiri dari: 

  
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 65.000.000.000,- 

  
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 10.000.000.000,- 

      

  Pasal 5 
  Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri 

dari: 
  

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan 

Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah 

Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan 
SPM; 

7. Lampiran ... 
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7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD 
dengan Rancangan APBD; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan 
Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan 
Rancangan APBD; 

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional 
dan Program Prioritas Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan 
Per Jabatan; 

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah; 

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal dan Investasi 
Daerah Lainnya; 

13. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Perkiraan 
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ; 

14. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Lain-Lain; 

15. Lampiran XV Daftar Kegiatan–Kegiatan Tahun 
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan 

Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang 
Direncanakan; 

16. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah; 

17. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah. 

   
  Pasal 6 

  
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat 

melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya dan disampaikan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 
Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan 

sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah 
daerah; 

d. memiliki dampak yang sifnifikan terhadap 
anggaran dalam rangka pemulihan yang 
disebabkan oleh keadaan darurat. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar 
masyarakat yang anggarannya belum tersedia 

dalam tahun anggaran berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan 
belanja yang bersifat wajib; 

c. pengeluaran ... 
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c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali 
Pemerintah Daerah dan tidak dapat 
diprediksikan sebelumnya, serta amanat 

peraturan perundang-undangan; dan/atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda 
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar 
bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat. 

   
  Pasal 7 

  Ketentuan lebih lanjut menganai Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan 
Peraturan Wali Kota. 

   
  Pasal 8 

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya di Lembaran Daerah Kota 
Pematangsiantar. 

   
   

Ditetapkan di Pematangsiantar, 

pada tanggal 29 Desember 2023 
 

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR, 
 

ttd 

 
 

SUSANTI DEWAYANI 

   
   

Diundangkan di Pematangsiantar 
pada tanggal 29 Desember 2023 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, 
 
   ttd 

 
 

MULYONO 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2023 NOMOR 3 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI 
SUMATERA UTARA NOMOR : (3-183/2023) 

      

 



PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR 

NOMOR  3  TAHUN 2023 
TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

 

I. UMUM 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar 

pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran 
sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai 
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan 

pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, 
berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada 
masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi 

otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. 
APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dibentuk 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 

   

II. PASAL DEMI PASAL 

 Pasal 1  

  Cukup Jelas 

 Pasal 2 
  Cukup Jelas 

 Pasal 3 
  Cukup Jelas 

 Pasal 4 

  Cukup Jelas 

 Pasal 5 

  Cukup Jelas 

 Pasal 6 
  Cukup Jelas 

 Pasal 7 
  Cukup Jelas 

 Pasal 8 
  Cukup Jelas 
   

   
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 3 

 

 


